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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Umum Tentang Penegakan Hukum 
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan 
dari peraturan hukum supaya menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang 
dimaksudkan ialah gagasan dari badan pembuat undang-undang atau 
peraturan yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.1 
Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya 
merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, 
kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Apabila disimpulkan maka 
penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep yang 
telah dirumuskan supaya menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum 
mewujudkan nilai-nilai atau kaedah- kaedah yang memuat keadilan dan 
kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak 
hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari 
setiap orang. 
Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik, 
pemerintahlah yang harus bertanggung jawab, karena dalam penegakan 
hukum pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan 
hukumnya. 
                                                          
1 Rahardjo, Satjipto, 2009. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, 
CV. Sinar Baru. Hal. 24 
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Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah:2 
a) Faktor Hukum 
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan 
oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat 
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang 
telah ditentukan secara normatif. 
Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 
sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan 
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. 
Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup 
law enforcement, namun juga peace maintenance, karena 
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian 
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk 
mencapai kedamaian. 
b) Faktor Penegakan Hukum 
Fungsi  hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak 
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi 
kualitas petugas kurang baik, berarti ada masalah. Oleh karena itu, salah 
                                                          
2 Soekanto, Soerjono. 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 
Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hal 42 
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satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hokum. 
c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak 
dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah 
pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum dewasa ini 
cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam 
banyak hal sering kali ditemukan penegak hukum mengalami hambatan 
di dalam tujuannya, selanjutnya juga sarana yang diberikan oleh 
pemerintah yang kurang memadai tetapi pemerintah menganjurkan untuk 
tidak dilanggar, seperti pemerintah mengharuskan untuk menertibkan 
fasilitas trotoar namun trotoar sendiri masih belum layak untuk 
digunakan oleh masyarakat. 
d) Faktor Masyarakat 
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap masyarakat atau 
kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan 
yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang 
tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum 
masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
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e) Faktor Kebudayaan 
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering 
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono 
Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 
masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana 
seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka 
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah 
suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan  peraturan 
mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. 
2. Penegakan Hukum Terhadap Ketertiban Umum 
Pengertian ketertiban umum berasal dari kata “tertib” yang memiliki 
arti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang 
teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang 
ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak 
akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka 
berarti tertib. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo3, ketertiban adalah suasana bebas 
yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, 
yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya 
patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. 
                                                          
3 Victor Imanuel W. Nalle, 2016, Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban Dan Ketentraman 
Di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum & Pembangunan 47 No. 3 (2016): 233-22. http://jhp.ui.ac.id 
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Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat 
yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan. 
Adapun pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat menurut 
acuan yuridis normatif dalam mendefinisikan ketertiban umum dan 
ketentraman masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 
Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,berbunyi: 
“ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu 
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan 
teratur”. 
Definisi dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bahwa kondisi ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat tidak lahir dari kondisi masyarakat 
dalam pemerintahan otoriter. Kondisi ketertiban umum dan ketentraman 
tersebut terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya, masyarakat secara 
aktif menjalankan kehidupan bermasyarakat tanpa tekanan. Selain 
masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah juga dapat melaksanakan 
kerja sama kepemerintahan dengan baik. 
Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas 
dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja 
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara 
teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula 
bahwa ketentraman ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam 
kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta 
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pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga 
tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
Selanjutnya sebuah ketertiban bisa dikaitkan dengan keadaan serba 
teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk 
mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana tentram 
dan damai. Agar tercipta ketertiban maka harus ada hukum yang 
berkeadilan. 
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada 
dasarnya merupakan urusan pemerintah yang kemudian di-desentralisasikan 
kepada daerah otonom yang menyebabkan daerah dimungkinkan untuk 
secara mandiri melakukan teknis urusan tersebut. 
Besarnya urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan 
otonomi telah melahirkan beberapa peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah sebagai sarana hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di 
daerah, keberadaan peraturan daerah yang membebankan sanksi 
administrasi dan sanksi pidana mendorong munculnya gagasan untuk 
membentuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. 
B. Kajian Umum Tentang Pelanggaran 
1. Pengertian Pelanggaran 
Pelanggaran hukum adalah suatu perilaku yang menyimpang dari 
peraturan atau hukum yang ada, maupun bisa diartikan dengan suatu tindakan 
yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh sebuah 
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Negara atau pemerintah, sehingga apabila melanggar akan diberi sanksi atau 
hukuman ringan maupun berat lainnya. 
Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman 
hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang 
tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.4 
Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu 
tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan 
yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan 
pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh 
peraturan atau hukum yang berlaku. 
Perbuatan melanggar hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak 
memberikan efek secara langsung kepada orang lain, perbuatan melanggar 
tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti menggunakan 
trotoar untuk berjualan, atau digunakan sebagai tempat parkirnya kendaraan. 
Menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap 
norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan 
pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh 
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum.5 
                                                          
4 Masriani, Yulies Tiena, 2004, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,  hal. 60 
5 Andrisman, Tri. 2007. Hukum Pidana. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hal. 81 
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Sedangkan klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi 
menjadi dua bagian, kejahatan (minsdrijven) yang diatur Dalam Buku II 
KUHP dan pelanggaran (overtredigen) yang diatur dalam Buku III KUHP. 
Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan 
prinsipil, yaitu:6 
a. Kejahatan adalah rechtsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, 
perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan 
dengan keadilan. 
b. Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang 
didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-
undang menyebutkan sebagai delik. 
2. Pelanggaran Fasilitas Umum Berupa Trotoar 
Berbicara mengenai pelanggaran penggunaan trotoar yang tidak sesuai 
dengan fungsinya ditinjau dari Pasal 4 Huruf G Peraturan Daerah Kota 
Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan, 
trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan raya 
dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan 
bagi pejalan kaki yang bersangkutan. 
Trotoar berasal dari Prancis, berasal dari kata Trottoir, sistem hukum 
Prancis menempatkan pejalan kaki berada di titik teratas dalam sistem lalu 
                                                          
6 Ibid. Hal. 86 
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lintas kota disusul sepeda, angkutan umum dan kendaraan pribadi berada di 
titik paling bawah. Maknanya, dalam berlalu lintas, hak pejalan kaki harus 
didahulukan. Di Paris, pejalan kaki diprioritaskan. 
Pada umumnya trotoar itu sejajar dengan jalan raya dan lebih tinggi dari 
permukaan perkerasan jalan untuk menjadi tempat pejalan kaki dan menjamin 
keamanan penjalan kaki, trotoar difungsikan untuk pejalan kaki, karena 
pejalan kaki berada pada posisi yang lemah jika mereka bercampur dengan 
kendaraan, oleh karena itu, salah satu tujuan utama dari manajemen lalu lintas 
yaitu memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan tanpa menimbulkan 
gangguan-gangguan. 
Menurut keputusan Direktur Jenderal Bina Marga 
No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dimaksud dengan 
trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan 
kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan 
dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada 
umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.7 
Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan tindak pidana, terhadap barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran 
dikatakan termasuk tindak pidana bila pelanggaran itu memenuhi semua 
unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, adalah perbuatan itu 
harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan 
                                                          
7 Kep. Dirjen Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 Tanggal 20 Desember 1999 
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diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, 
perbuatan itu harus dapat dipermasalahkan kepada si pembuat.8 
Peraturan mengenai larangan penggunaan trotoar yang tidak pada 
fungsinya, tertera pada Pasal 4 huruf G Peraturan Daerah Kota Malang 
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum Dan Lingkungan yang 
berbunyi bahwa: 
Tanpa Izin Pejabat yang berwenang, setiap orang atau badan dilarang 
untuk: 
a. menutup jalan, 
b. menutup saluran drainase, 
c. membuat atau memasang portal, 
d. membuat atau memasang tanggul jalan, 
e. membuat atau memasang pintu penutup jalan, 
f. membongkar jalan, trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu 
lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya, 
g. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya, 
h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak 
sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan lalu lintas, 
i. menggunakan halte yang tidak sesuai fungsinya, 
j. berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, 
k. mencoret, menempel di tembok, tiang listrik, tiang telepon dan tempat-
tempat fasilitas umum lainnya dan 
l. menempatkan benda-benda dan atau barang bekas pada tepi-tepi jalan 
raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman. 
Sedangkan untuk sanksi pidananya ditetapkan pada Pasal 33 angka 1 
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban 
Umum dan Lingkungan yang berbunyi: 
“Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 
21 dan pasal 22 dia diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan 
dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” 
 
                                                          
8 Effendi, Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hal.98. 
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Akibat hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan adalah sanksi hukum 
yang hakekatnya merupakan reaksi terhadap pelanggaran norma hukum. 
Kepatuhan terhadap hukum akan muncul karena pendidikan, latihan dan 
pelaksanaan setiap kali melakukan pelanggaran. Sementara proses 
pemeriksaan dari pelanggaran dimulai sejak dari pemeriksaan pendahuluan 
oleh penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sampai pada 
pemeriksaan pada sidang pengadilan, meskipun sebuah pelanggaran maka 
tetap diberlakukan asas praduga tak bersalah, dengan memberikan hak-hak 
kepada tersangka sebagaimana rumusan peraturan yang berlaku. 
C. Kajian Umum Tentang Sanksi 
1. Pengertian Sanksi 
Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, Sanctie, 
Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti 
control sosial. 
Sanksi hukum merupakan hukuman yang diberikan pada seseorang 
yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan dari 
kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan 
ditaatinya suatu hukum. 
Pemerintah bertindak terhadap suatu pelanggaran suatu peraturan 
hukum, dengan perantaraan alat-alat kepemerintahan yang bisa memaksa 
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setiap orang untuk mentaati kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, utamanya 
tata tertib dalam hukum di masyarakat. 
2. Macam-macam Sanksi 
a) Sanksi Administratif 
Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan 
antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa 
perantara pihak ketiga, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan 
oleh administrasi sendiri. 
Joannes Benedictus Joseph Maria ten Berge, berpendapat bahwa:9 
”sanksi administratif merupakan inti dari penegakan hukum 
administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum 
administrasi”. 
 JJ. Oostenbrink mengatakan bahwa:10 
”sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan 
antara pemerintah–warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara 
pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung 
dilaksanakan oleh administrasi sendiri”. 
Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:11 
1) Sanksi Reparatoir 
Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran 
norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi 
semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang 
dan dwangsom. 
                                                          
9 Fauzani Raharja, Ivan, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran 
Perizinan, media.neliti.com, diakses pada 7 Januari 2019 
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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2) Sanksi Punitif  
Sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada 
seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif. 
3) Sanksi Regresif 
Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang 
diterbitkan. Sanksi ini ditujukan pada keadaan hokum semula, 
sebelum diterbitkannya ketetapan, contoh: penarikan, perubahan 
dan penundaan suatu ketetapan. 
Perbedaan Sanksi Administrasi dan sanksi Pidana adalah, jika 
Sanksi Administrasi ditujukan pada perbuatan, prosedurnya dilakukan 
secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. 
Sedangkan Sanksi Pidana ditujukan pada si pelaku, harus melalui proses 
peradilan. 
Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi seperti berikut:12 
1) Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang) 
Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan 
oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, 
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan 
semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang 
bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan. 
                                                          
12 Ibid. 
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2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan 
Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang 
menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru 
yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi 
ketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi 
pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada 
penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran 
undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si 
pelanggar. 
3) Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) 
Menurut pendapat N.E. Algra, tentang pengenaan uang paksa ini, 
menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, 
jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar 
karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak 
sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti 
kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum 
administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada 
seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar 
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari 
tindakan paksaan pemerintahan. 
4) Pengenaan Denda Administratif 
Menurut pendapat P. de Haan, terdapat perbedaan dalam hal 
pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan 
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pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi 
konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari 
sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk 
menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini 
pemerintah harus tetap memperhatikan asas-asas hukum administrasi, 
baik tertulis maupun tidak tertulis. 
b) Sanksi Pidana 
Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan 
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsure-unsur 
syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana dalah 
reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan 
Negara kepada pembuat delik.13 
Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara 
atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh 
seseoarang atau kelompok. Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita 
dengar dan kita saksikan. Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini 
banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang 
bersalah. 
Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan 
perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal 
                                                          
13 Andrisman, Tri, 2009, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar 
Lampug, Universitas Lampung. Hlm 8. 
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tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur 
sendiri atau berbeda dari induk aturan umum. 
Selanjutnya bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, 
yaitu:  
a. Pidana Pokok 
Pidana pokok merupakan jenis pidana wajib yang dijatuhkan 
manakala seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hakim telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur 
sebelumnya dalam suatu perundang-undangan. 
Berikut beberapa macam dari pidana pokok: 
1) Pidana Mati  
Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu:  
“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan 
pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat 
terpidana berdiri’. 
 
2) Pidana Penjara  
Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa:  
“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 
juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi, mulai dari 
penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur 
hidup”.14 
Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Roeslan Saleh yang 
berpendapat bahwa: 
                                                          
14 Setiady, Tolib, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, hlm. 
91. 
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“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana 
kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan 
untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu”. 
 
3) Kurungan  
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak 
dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam 
sebuah lembaga kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan 
dengan pidana penjara, hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1  
KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan 
dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati 
urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-
kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, Dengan demikian 
bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana 
pokok, Di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, 
diberikan penempatan di tempat kerja negara. 
4) Denda  
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 
tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah 
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uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang 
dapat dipidana. 
Menurut P.A.F. Lamintang bahwa:15 
“Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan 
Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-
kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana 
denda ini juga diancamkan baik, baik satu-satunya pidana 
pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, 
atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara 
bersama-sama”. 
 
Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Sebagai mana telah dinyatakan 
oleh Van Hattum bahwa:16 
“Hal mana disebabkan karena pembentuk undang-undang 
telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi 
pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja. 
Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain 
selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana”. 
 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang tidak diharuskan 
dijatuhkan pada si pelaku, pidana tambahan umumnya dijatuhkan 
manakala dalam keadaan keadaan tertentu saja. 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana 
pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-
hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
                                                          
15 Lamintang, P.A.F, 1988. Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, hlm.69 
16 Setiady, Tolib, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, hlm. 
104 
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Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan 
tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa 
ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi 
penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah:17 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. 
Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana 
satusatunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 
rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai 
ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 
kepada beberap perbuatan pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah 
fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya 
atau tidak.  
Macam-macam pidana tambahan antara lain: 
1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat 
seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus 
ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. 
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu  
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. 
Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat 
dalam Pasal 39 KUHP yaitu : 
                                                          
17 Hadiati, Hermin, 1995, Asas-asas Hukum Pidana., Ujung Pandang : Lembaga Percetakan 
dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm. 45 
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a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas; 
b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
dalam undangundang;  
c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 
yang telah disita.   
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim 
tidak dibayar.Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan 
paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika 
barang-barang yang dirampas diserahkan.  
3. Pengumuman Putusan Hakim.   
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP 
yang mengatur bahwa: 
“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan 
berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang 
lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman 
putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam halhal yang 
ditentukan undang-undang”.  
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar 
dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan 
berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. 
